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Anak tidak seperti orang dewasa yang mampu mengidentifikasi persoalan serta mengambil keputusan atas pilihannya, dan anak dianggap belum mampu membuat keputusan untuk dirinya sendiri. Anak yang seharusnya dipelihara, dibina, dan dilindungi malah dijadikan objek pemuas nafsu biologis orang dewasa, malahan banyak terjadi sekarang ini anak dijadikan sebagai pemuas nafsu orang tuanya sendiri. Fenomena seperti ini hampir setiap hari ditemui di berbagai media massa, baik media cetak maupun media elektronik. Hal ini perlu mendapatkan perhatian khusus, karena mengingat begitu besarnya dampak yang akan diderita oleh anak sebagai korban perkosaan. Oleh karena itulah hukum pidana yang ada dan berlaku dituntut untuk dapat memberikan perhatian yang lebih terhadap porsi peraturan-peraturan yang terkait dengan tindakan-tindakan kejahatan perkosaan, khususnya tindak kejahatan perkosaan terhadap anak. Rumusan masalah yang penulis bahas dalam tesis ini adalah : (1) Bagaimana pertimbangan hukum agar pelaku tindak pidana perkosaan terhadap anak divonis dengan pidana maksimal ? dan (2) Mengapa putusan pengadilan terhadap pelaku tindak pidana perkosaan terhadap anak cenderung tidak maksimal ?. Metode penelitian yang penulis lakukan bersifat deskriptif dengan menggunakan metode yuridis normatif, yaitu memberikan gambaran tentang putusan pengadilan terhadap pelaku tindak pidana perkosaan terhadap anak cenderung tidak maksimal  dan  pertimbangan yang logis dan rasional agar pelaku tindak pidana perkosaan terhadap anak divonis dengan dengan pidana maksimal, berdasarkan peraturan perundang-undangan. Akhirnya penulis berkesimpulan bahwa Melihat kelakuan biadab para pelaku tersebut membuat masyarakat emosi dan geram . Pelaku-pelaku tindak pidana perkosaan terhadap anak sudah sepatutnya dihukum seberat-beratnya termasuk dijatuhi hukuman "mati", walaupun di satu sisi penjatuhan hukuman mati masih menjadi polemik karena dianggap melanggar HAM, Tetapi pernahkah kita memikirkan HAM si korban termasuk hak asasi keluarga yang ditinggalkan. Beberapa putusan pengadilan terhadap pelaku tindak pidana perkosaan terhadap anak cukup ringan dan belum memberi rasa keadilan bagi keluarga korban. sehingga memberikan efek jera bagi pelaku lainnya
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